| SULAWES! TENGAH |

LAPORAN KINERJA
INSTANSIPEMERINTAH
(LK|IP)
INSPEKTORATDAERAH PROVINSI
SULAWESITENGAH

TAHUN ANGGARAN
2023




KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Loparan Kinerja Instansi
Pemerintah (LkjIP)inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat
diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah telah diperkenalkarSistem AKIPsuatu sistem manajemen Pemerintah yang
tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan
kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh penggunaan anggaran untuk
mempertanggungjawabkan kinegsas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah.
Dalam Sistem AKIPKeberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau

manfaat yang dirasakan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi
meng®ai Rencana Kerja, Capaian Kerja dan gga Kinerjayang telah dilaksanakan
dalam Tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 262226.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintakami telah berupaya
secara optimal, namun kami nenyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari
sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana @éstinya
karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstrigdif lsami
harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam
mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fumgsektorat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Palu, Februari 2024
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NIP. 19721230 200012 1 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB

BAB

BAB

PENDAHULUAN. ...t 1.
1.1 Cascading KNI a.......ccccuuuuuiiiiiiiiiiiiiieee e 3.......
1.2 TUQAS FUNQGSI.cutiiiiiiiiiiie e 1.

1.3 ISWISU SErategiS.....ccvvvuiiieiiiiiiiie e ...
1.4 Dukungan SDMdanSarana Prasarana............cccccoeeeieiiiininnnnnnnnnnnnn. 11
1.5 Tindak Lanjut Atas Laporn Hadvaluasi AKIP Tahun 2022.8 .13
Perencanaan KiNEIa....... ... A8.......
2.1 Tujuan,Sarana dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah........ 18....

211 TujuaB 8 88888 8 BBB 888888888 88.88838
2.1.2 Sasardh8 8 88 8888888888888888.488888
2.1.3 Irdikator Kinerja Perangkat Daekal8 8 8 8 8 8 .8 ® 818

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan...........cccccooeeeieeiiiiiiiiceiien, 22
2.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijaké&r8 8 8 8.23
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023.......................... 24.....

2.3.1 Struktur Program, kegiatan dan Sub Keg&tar8 8 8 8.4
2.3.2 Struktur Program, Kegiatdan Sub Kegiatan Pendukuh@7
2.4 Indikator Kinerja (KU) Tahun 2023..........ccccooieiiiiiiiiiieeeeeeeinnnn, .29..
2.5 Perjanjian Kinerja
2.5.1 Perjanjian Kinerja 2023
Akuntabilitas KINerja.............uuuuiiiiiiiiiiie et eeeeeeersr e e e 32
3.1 Capaian Kinerja OrganiSasi...........couuurruuuuuiuumniinaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnns 32
3.1.a Membandingkan Antara Target dan Realis8sB 8 8 8 828
3.1.b Perbandingan Capaian Kin&rja 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8.368 8
3.1.c Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini, dengan
TargetJangka Menengah Renstra Perangkat Daerah
3.1.d Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar
Nasional
3.1.e Analisis Peyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta altersaif8 8 8 8.30
3.1.f Analisis Program/Kegiatan/ Kegiatan Penunj&aberhasilan/
Kegagalan Pencapaian Kind$j@ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 8 8
3.2 Efisien Sumber Daya Dab Realisasi Anggara............ccccccvvvveee. 41
R I [ 1017 ] P PPPEPUURRPRRPR 44
3.4 Penghargaan........coooiiiiiiiiiiieii e 45



BAB IV

Lampiran

PENUTUP ...

. 1. Perjanjian Kinerja
2. Buku Inventaris
3. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2023






LKjIP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2023

BAB. I
PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah
satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan
salah satu bentuk manifestasi dan evaluasi semua rangkaian yang telah
dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran,yang digunakan sebagai bahan
kebijakan dalam menyusun langkah-langkah padatahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat ProvinsiSulawesi
Tengah Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiddtepublik
Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Rl Nomor &ahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakbagian
dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahguna
mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (goodgovernancé
di Indonesia.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang teladitetapkan melalui alat pertanggung
jawaban secaraperiodik.

Untuk mencapaiAkuntabilitas Instansi Pemerintah yangbaik,Inspektur
selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukanpembenahan
kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatka peran serta
fungsi Inspektorat sebagai subsistem dari sistem PemerintahabDaerah yang
berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanag®embangunan
daerah Provinsi Sulawesi Tengah, capaian tujuan dan sasarpembangunan
yang dilakukan tidak hanyamempertimbangkan visi dan misidaerah, akan
tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicagaada lingkup
pemerintahan Daerah Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan

pengembangandan penerapansistem pertanggungjawabanyangtepat, jelas,
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terukur legistimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
dapat berlangsung secaraberdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta
bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalandengan pelaksanaan
Undangundang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraannegarayang
bersih dan bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan
Instruksi PresidenNomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sehubungandenganhal tersebut Inspektorat DaerahProvinsi Sulawesi
Tengah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP).
PenyusunanLKjIP Inspektorat Daerah Provinsi SulawesiTengah Tahun 2023
yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaiankinerja, visi, misi, realisasi
pencapaianindikator kinerja utamadan sasarandengantarget yangtelah

ditetapkan.
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1.1 CascadingKinerja

CASCADING INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

MISI 2 : Mewujudikan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukam
mhmnmmnm dan HAM

Sasaran RPJMD 2.1

nwmmnmmm uhnutd. » Tujunn Inspektarat
Inovatif, Efisien dan Transparan)

Perseatase Nilai SAKIP | Bilal Matoritas Sistem Pengondafion Intern o jndikstor Kimerjs
l I J Perangkat Dm: m-tllh (SPIP} Utamn (IXKU)
Penunjang Urusan Program Penyelenggaraan Program Perumusan Kebijakan,
Mnthhllln Daerah Pengawasun Pendampingan dan Asistenst .

1. Nilai SAKIP Inepektorat 1. ™ Pelak Capalan Level Xapabilitas Aparut | Indikator Kimorjo
Dacrak Provissi Sulawesi Pembinaan dan Pengaw=asan Pengawas L 1 Py i By Program
Tengak 2. Persentase L aty]

Penyeclesaian TLHP BPK —_—_—

2. Persentase Reallsasi 3. Persentase

Anggaren Penyelesaion TLHP Ijen
Kemendagri

3. Indexs Kopuasan 4. Persentase

Saxysrniest (IKM) Penyelesainn TLHP
Inspektorat
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Kegiatan P« Penganggaran, Kegiatan Administrasi Keuangan Kegiatan Administrasi » Kogiatan
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan

Kegiatan
2. Koordinasi dan Penyusunan 2. Koordinasi dan Penyusunan Pegawai Berdasarkan Tugas ~————# Sub Kegiatan
Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

> Sasaran Sub

Kegiatan
= B £ )
1. Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Pelaksanaan
1. Jumilah Dok P Perangkat 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji Si Info i Kepegawai
Daecrah dan Tunjangan ASN
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan
2. Jumlah Lap Capaian Kinerja dan 2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tugas dan Fungsi yang 5 Indikator Kinaija
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan tahun SKPD dan Laporan Hasil mengikuti Pendidikan dan Sub Kegiatan
laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Koordinasi Peny Lap Pelatihan
Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Keuangan Akhir Tahun SKPD
realisasi Kinerja SKPD 3. Jumlah Orang yang mengiknti
Bi 1gan T P tasi
P P dang- dangan
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Jumlah Laporan Penyelenggaraan ] ' Jumilah Laporan Penyelengg: Peng: Indikator Kinerja
Pengawasan Internal

)

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

3. Reviu Laporan Kinerja Penanganan Pengawasan
4. Reviu Laporan Keuangan Y Dengan Tujuan ———% Sub Kegiatan
5. Kerjasama Pengawasan Internal - "n " Tertentu
6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

Sub Kegiatan

1. Jumiah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah

2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan
. 3 - T &

P

Indikator Kinerja
Sub Kegiatan

3. Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja ditangani Tertentu
4. Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

5. Jumlah Kesepak Penga Inte 1 yang \ J (o .
Terbentuk

6. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil Pemerik BPK RI dan
Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
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or/ PPUPD}

adit
4 ..__a-)'l."“."’.,i'

'L"."O WAL, A6 Al SARES -
Sy ll.rl'\)\l-lt ,-..1} \ ciat bt :

- b‘ A_ OIS =

pF SV .F“q\h f'-ﬂ‘r' sl '5,‘ p-_qd ,uw l"‘i A-f

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi I » Esgiatan

Saxwran Kegintan
Jumlah Laporas Perumusan Kebijakan Tekais diBidang Pesgawasan ‘ Jumlab Laporan Pendamplogan ' »  Indikator Kinetjs
dan Fasilitasi Pengawasan dan Asistensd Kugintan
1. Pendampingan, Asistenst, Verifikasi dan Penllalan
Rmﬂrohad
Reruanats Katdjaku Tl vmmwmmw —— Sub Kegiatan
diBidang Pengawasan M.mmwauwm

lmmm

Sasaran
Sub Kegiatan
. Jumiah Perangkat Daerah yang dilakukan
Veri Penilaian
b cadasi Kebijakan o Wnpn, W, fikexxi dan
diBidang Pengawasan yang disusun 2. mwmmm » [odikator Kincsja
Evaluasi serta Vertfikast Pencegnban dan Sub Kegintan

Pemberastasan Korupsai

3. Jumiab Perangkat Dacrah yang dilakukss
Pendompingun, asistensi don Verifilasi Pencgakan
Integritas
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1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah nomor : 12 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerjalnspektorat, Bappedadan LembagaTeknis DaerahProvinsi Sulawesi
Tengah. Selanptnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi
Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Sususnan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Prangkat Daesadkni :
U Tugas
Inspektorat Daerah merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan
PemerintahanDaerah.Inspektorat Daerahdipimpin oleh Inspektur dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
Provinsi. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pengawasanmenjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Pemerintah Provinsi.
U Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengahmempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengawasan
PenyelengaraanPemerintahan Daerah;
c. Pengkoordinasian pelaksanaankebijakan dibidang Pengawasan
PenyelengaraanPemerintahan Daerah;
d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang
dibidang PengawasarPenyelengaraanPemerintahan Daerah;
e. PelaksanaanAdministrasi Inspektorat;
f. PelaksanaanPengawasaruntuk tujuan tertentu ataspenugasan
Gubernurdan/ atau Menteri;
g. Pelaksanaarkoordinasi pencegahartindak pidana korupsi;
h. PengawasamelaksanaanReformasiBirokrasi; dan

i. Pelaksanaarfungsilain yangdiberikan oleh Gubernur.
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» Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
terdiri atas:
1. Inspektur;
2. Sekretaris,membawabhi:
a. SubBagian Program Keuangandan Asset;
b. SubBagian Kepegawaiandan Umum.
Inspektur PembantuWilayah I;
Inspektur PembantuWilayah Il;
Inspektur Pembantu Wilayah llI;
Inspektur Pembantu WilayahlV;

N o o kW

Kelompok JabatanFungsional.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

(Peraturan GubernurSulawesiTengahNomor21 Tahun2020 Tentang
Kedudukan,SusunanOrganisasiSekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat)

JAFUNG
AUDITOR/PPUPD

SUBBAG
PROGRAM,
KEUANGAN
DAN ASET

SUBBAG
KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

IRBAN
WILAYAH
KHUSUS

IRBAN IRBAN IRBAN
WILAYAH I WILAYAH 11 WILAYAH III
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1.3 Isu - Isu Strategis

Memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperoleh
informasi z informasi mengenai berbagai kekuatan darkelemahan yang
dimiliki secarainternal dan mencermati aspekz aspekatau faktor
Z faktor mengenai berbagai peluang dan tantangan dari lingkungan
eksternal dalam kerangka pelaksanaan mandate dan perwujudan visi dan
misi KepalaDaerahdan Wakil Kespala Daerah.

Dengan menggunakan metode analisis SWOT ini, dimaksudkan
untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial sertaskala
prioritasnya, dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan
eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan,kelemahan, peluang

dan ancamanpada lnspektorat DaerahProvinsi SulawesiTengah,yakni :

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

KEKUATAN (Strengths) KELEMAHAN (Weaknesses)
1. Ketersediaansarana/alat 1. KeterbatasanSumberDaya
pengawasandan SumberDaya Manusia
Manusia
2. Komitmen Pimpinan dalam 2. Kurang tenaga pengawasyang
meningkatkan Kapabilitas memiliki integritas dan
APIP independent
3. Inspektorat sebagai Penjamin| 3. PenyempurnaanPedoman
Mutu (Quality Assurance) dan OperasionalPemeriksaanyang
pemberian asistensi disingkronkan dengan
kebijakan Pemerintah Pusat
4. Tingginyaanimo dari APIP 4. Belum menerapkan system
dalam meningkatkan pemberian penghargaan dan
kinerjanya pengenaansanksi(Rewaedand
Punishment)
5 Penyerapananggaranyang 5. Kurangnyaketersediaan
optimal anggaranpengawasan
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PELUANG(Opportinuties) TANTANGAN(Threaths)

1. Adanya peraturan perundang | 1. Prosedur/kebijakan yang
undangandan kebijakan dikeluarkan oleh Kementerian
pemerintah yang mendukung sering berubah
peran Inspektorat

2. Adanyadukungan yang kuat 2. Mempertahankan opini WTP

dari Gubernur dan Wakil dan menghilangkan paragraph
Gubernur terhadap penjelasan dan peningkatan
pengawasanyang dilakukan akuntabilitas kinerja
oleh Inspektorat

3. Efektivitas dampak hasil 3. Jumlahtemuan/pelanggaran
pemeriksaan masih relative tinggi

4. Adanyapenguatan 4. Kapabilitas APIP pada level 2
kelembagaanAPIPdan dengan catatan dan sudah
kebijakan independensi dan harus menuju ke level 3 penuh
obyektifitas

5. Adanyadukungan masyarakat| 5. Penyelesaianterhadap kasus
terhadap pengawasan pengaduan

U Permasalahan Utama

Permasalahan utama yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan Tugas Pokok dan

Fungsinyadihadapkan padabeberapahal berikut :

1. Masih banyaknyatemuan-temuan yang berindikasi TPK (Hasil
PemeriksaanBPKRI), Inspektorat yang belum di tindak lanjuti;

2. Masih belum terbangunnya infrastruktur yang mendukung
penerapanSPIP;

3. Masih kurangnya kesadaranOPDdalam menindaklanjuti temuan
hasil pemeriksaaninternal dan eksternal,

4. Belumtertibnya pengelolaanbarang milik daerahdi OPD;

5. Masih belum optimalnya OPDdalam menerapkan SAKIP;

6. Belum optimalnya kompetensi SDM pada Inspektorat Daerah
Provinsi SulawesiTengah;

7. Masih banyaknyapengaduanmasyarakatterhadap pelayananpublik
yang diberikan oleh OPD.

10
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» Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah asset bagi Suatu Organisasi dan
sebagai salah satu dari beberapa faktopenentu keberhasilan untuk
terwujudnya suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan
dari Inspektorat DaerahProvinsi SulawesiTengah.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Pada
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan bulan
Desember2023 sebagaiberikut :

Gambar 1.4.1

PNS Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Jabatan, Golongan, Pendidikan Tahun 2023

Struktural FungsionaUmum/ FungsionaAuditor FungsionaPPUPI Jumlaft
Pelaksana

120

100

80

60

4

o

2

o

o

Il mlll m|V mJm| mSD BSLTPESLTAED3 mS1 mS2 mJmlz

Tabel 1.4.1
Golongan Pendidikan
No Jabatan T [ IV [ Jml | SD| SLTP | SLTA [ D3 [ S1 [ S2 [ Jmi
1. | Struktural - - 8 8 - - - - 8 8
Fungsional
2. | Umum/ 2118 | 2 22 - - 6 - 14 | 2 22
Pelaksana
3, | Fungsional 21810 30 | - - 1 | 210|217 30
Auditor
Fungsional
4. PPUPD -1 30| 18 | 48 - - - - 25| 23| 48
Jumlah 4 16638108 | O 0 7 2 |49 | 50 | 108

(Sumberdata: DUKPegawaiNegeriSipil InspektoratDaerah
ProvinsiSulawesiTengahPer 31 Desembe2023)

11
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120

100

80

60

‘__ﬁ
Berdasarkan Jabatan dan Gender Tahun 2023

PNS Inspektorat Daerah Provinsi

?3....1--1“‘

Struktural Fungsional Fungsional Fungsional Jumlah
Umum/Pelaks Auditor PPUPD
Ana
LakiLaki 6 11 13 24 54
m Perempuar 2 11 17 24 54
= Jumlah 8 22 30 48 108

LakiLaki ®Perempuan mJumlal

(Sumberdata: DUKPegawaiNegeriSipil InspektoratDaerah
ProvinsiSulawesiTengahPer31 Desembe2023)

Gambar 1.4.3

PNS Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Penjenjangan Tahun 2023

m DilklatPIMI

® Spamen/DiklaPIMII
m Spama/DiklaPIMIII
= Adum/DiklatPIM IV

Tabel 1.4.3

No. L_atlhan Jumlah
Penjenjangan

1. | Dilklat PIM | 0
Spamen/Diklat

2 PIM I 1
Spama/Diklat

3. PIM I 6
Adum/Diklat

4. PIM IV 8
Jumlah 15

(Sumberdata: DUKPegawaiNegeriSipil InspektoratDaerah
ProvinsiSulawesiTengahPer31 Desembe2023)

12
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Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Menurut Gender Tahun 2023

80
70
60
50
40
30
20

o el ol 4l ns

Auditor Auditor Auditor Auditor Auditor PPUPC PPUPLC PPUPLC Jumlah
Madya Muda Pertam Penyeli Pelakse Madya Muda Pertam

a a na a
LAKILAKI 3 7 0 1 2 8 7 9 37
m PEREMPUA 7 9 1 0 0 10 12 2 41
= JUMLAH 10 16 1 1 2 18 19 11 78

LAKILAKI ®PEREMPUANE JUMLAL

(Sumberdata: DUKPegawaiNegeriSipil InspektoratDaerah
ProvinsiSulawesiTengahPer 31 Desembe2023)

U Sumber Daya Saranadan Prasarana
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Tanah dan
Gedung sendiri yaitu Tanah pada tanggal, 31 Desember 1992 dan
Gedung pada tanggal 31 Desemb@004 terletak di Jalan Dewi Sartika
No. 47 Palu merupakan Jalan Raya Kota Palu menuju ke Kabupaten
Sigi. Tanah telah bersertifikat seluas 7316 M2 Gedung seluas : 216 M?2
Adapun Inventaris sarana dan prasarana Inspektorat Daerah Provinsi

SulawesiTengahsampai dengantahun 2022 sebagaimanaerlampir.

1.5 Tindak Lanjut AtasLaporan Hasil EvaluasiAKIP Tahun 2022 Berdasarkan
Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahnun 2021 tentang
Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan
salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan akuntabel, Pemerintah yang kapabel, serta

meningkatkan kualitas pelayananpublik kepada masyarakat.
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TAHUN 2023

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeril
merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuktujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian pengikhtisaran dan pelaporan

kinerja pada Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP
dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian
kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu
dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.
Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi
Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten
implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang

telah direncanakan.

U Uraian Hasil EvaluasiAKIP
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa InspektoratDaerah Provinsi
Sulawesi Tengah memperoleh skor 81,8ilai maksimum 100 atau
predikat A (Memuaskan). Adapun hasil penilaian untuk masing
masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja adalah

sebagaiberikut :
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LKjIP INSPEKTORATDAERAHPROVINSISULAWESITENGAH
TAHUN 2023

Nilai Akuntabilitas |
‘ Kinerja

' No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | . e
Nilai =% Capaian

| | PERENCANAAN KINERJA 30,00 | 249 83.00

Dokumen Perencanaan Kinerja telah
|tersedia

I.b Dokumen Perencanaan kinerja telah
memenuhi standar yang baik, yaita
untuk mencapal hasil, dengan ukuran
kinerja vang SMART, menggunakan
penyelarasan  (cascading)  disctiap
level secara togis, scrta
memperhatikan  Kinerja bidang lain
| (Crosscuiting) e - — |
Perencanaan kinerja telah | 15,00 | 12,00 80,00
dimanfaatkan untuk mewujudkan
hasil yang berkesinambungan

> | PENGUKURAN KINERJIA | 30,00 | 264 | 8.0
[ 5 Pengukuran Kincrja telah dilakukan | 6,00 4.8 80.00

6.00 48 80,00
9,00 8.1 90,00

.,“ [ Pengukuran kincrja telah memadi | 9,00 8.1 90,00
- kebutuhan dalam mewujudkan kinerja
sccara Efcktif dan Efisien dan telah
dilakukan secara berjenjang dan
| berkelanjuian o - ==
¢ . Pengukuran kinerjn telah dijadikan | 15,00 13,5 90, ()
=" | dasar dalam pemberian Reward dan
Punisshment, serta penyesuann
strategi dalam mencapail Kinerja vang
Efektif dan Efisien -
3 | PELAPORAN KINERJA 1500 | 1125 75,00
Terdapat Dokumen Laporan yang | 3,00 2440 20,00
menggambarkan Kinegja
Ib Dokumen Laporan Kinerjz telah | 4,50 36 80,00
- memenuhi standar menggambarkan
kualitas atas Pencapaian Kinera
Informasi keberhasilan/kegagalan
kinerja serta  upaya  perbaikan/
penyempurnaannya
3 Pelaporan kinerja telah memberikan | 7,50 5,25 70,00
LR
dampak vang besar dalam
penvesuaan strategikebyakan dalam
mencapat kinerja berikutnya | 11 | |
| .4 EVALUASI AKUNTABILITAS | 2500 | 18,75 75,00
| KINERJA INTERNAL
I Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 5,00 5 100
: Internal telah dilaksanakan

| 4.6 Evaluasi Akuntabilitas Kincrja ] 7.50 3.75 50.00
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' Internal telah dilaksanakan secara
berkualitas dengan sumberdaya vang
memadai N e 1w
Implementasi SAKIP telah menigkat | 12,
karena cvaluasi akuntabilitas kinerja
| internal sehingga memberikan kesan
| yang nyata (dampak)  dalam

| efektivitas dan efiazensi kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja 813

10 80.00

wh
=

d ~

=111 == -

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
tahun 2022, maka rekomendasi kepada Inspektorat Daerah Provinsi
SulawesiTengahyakni :

1) PerencanaarKinerja.

Melaksanakanaktifitas yang sepenuhnyamendukungkinerja yang

ingin dicapai.

2) PengukuranKinerja.

Menyusunmekanismeyangjelasterkait pengumpulandatakinerja

secaraberkala.

3) PelaporanKinerja.

- Menyusunlaporan kinerja secaraberkala.

- Menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja
dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional
(BenchmarkKinerja) dalam Laporan Kinerja.

4) EvaluasiKinerja.

- Melaksanakan evaluasi atas rencana aksi, dan hasil evaluasi di
tindak lanjuti secaranyata dan berkesinambungan.

- Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan dilaksanakan
sesuaistandar.

- Evaluasi kinerja yang dilaksanakan harus didukung oleh
teknologi informasi (aplikasi yang terintegrasi) untuk
memudahkandalam melakukan evaluasiatas kinerja.

- Menyusun hasil evaluasi atas rencana aksi tertulis, dan

menindaklanjutinya dalam bentuk langkah nyata.
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Dari rekomendasi tersebut di atas, adapun Tindak Lanjut Hasil
Evaluasi AKIP yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi
SulawesiTengah,yakni untuk point :

1) Perencanaan Kinerja, dengan melakukan perbaikan pada
Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2023 serta aktivitas
yang mendukungkinerja, dimana Sekretaris, Irban Wilayah I, I,
I1l, dan IV selakupenanggungawab atasprogram, kegiatan,dan
sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

2) Pengukuran Kinerja, dengan telah membuat SK Pedoman
PerencanaanPengukurandan PelaporanKinerja Tahun 2023.

3) PelaporanKinerja :

- Telahdisusun laporan kinerja secaraberkala.

- Akan memasukkan informasi analisis dan evaluasi realisasi
kinerja dilevel nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
dalam laporan kinerja berikutnya.

- Telah melakukan publikasi pada Website Inspektorat terkait
LaporanKinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah
Provinsi SulawesiTengah.

4) EvaluasiKinerja, dengan:

- Telah dilaksanakannya evaluasi atas rencana aksi pada setiap
triwulan.

- Telah dilakukan evaluasi kinerja secaraerkala dan sesuai
denganSKPedomanPerencanaanPengukuran danPelaporan
Kinerja tahun 2023.

- Telah dilakukan evaluasi kinerja pada Aplikasi SEPKIP yang
dikembangkanoleh BappedaProvinsi SulawesiTengah.

- Telah disusun hasil evaluasi atas rencana aksecara tertulis

dan ditindaklanjuti padaevaluasiberikutnya.

17



2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

LKJIP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2023

BAB. 11
PERENCANAAN KINERJA

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Tujuan

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Inspektorat
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan tujuan Perangkat
Daerah sebagai arah strategis menuju perbaikan sesuai dengan fungsi
Perangkat daerah, tujuan tersebut adalah O- A x O E O AdfaAKelola

Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan
4 OAT OPAOAT 8o
Sasaran

Dari tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai Inspektorat
DaerahProvinsi SulawesiTengahadalah:
- Meningkatnyalndeks ReformasiBirokrasi PerangkatDaerah;
- Meningkatnyanilai SAKIPPerangkatDaerah;
- Meningkatnya nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP).

Indikator Kinerja PerangkatDaerah

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat
atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari Kolusi
Korupsi Nepotisme (KKN) serta mampu bersaing di bidang pengawasan,
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah harus terus menerus
melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut
harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan
berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang
berorientasi padaperubahanparadigmadari keberhasilaninput menjadi
tercapainya keseimbangan output dengan outcome. Sehubungan dengan
hal tersebut, Pencapaian kinerja pelanan Inspektorat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah digunakan untuk pengendalian dan evaluasi proses
pengawasanDenganindikator kinerja ini akanmemudahkanbagi Aparat
Pengawas Internal Pemerintah untuk menentukan sejauh man@arget
dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalamkurun

waktu tertentu.
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Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selaku APIP telah
melaksanakan kegiatan Pengawasan berdasarkan Program Kerja
Pengawasanrahunan(PKPT).Secaraumum, Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian
kinerja Inspektorat serta sebagai dasauntuk menilai atau mengevaluasi
kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang
diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan
yang dapat digunakan sebagaiumpan balik bagi peningkatan kinerja
pelaksanaan kegiatan Perangka Daerah dilingkungan Pemerintahan
Provinsi SulawesiTengah.

Adapun pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang telah
dilaksanakandi tahun 2023 yakni :

1. EvaluasiLPPDdi Kabupaten;

2. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di
Kabupaten/PengawasanUmum;

3. Audit Ketaatan Mess Pemda Prov. Sulteng di Jakarta/Audit Pada
BadanPenghubung Prov. Sulteng Tengah Tahun Anggaran 2023
Jakarta;

4. Audit Ketaatan;

5. Audit Kinerja;

6. EvaluasiSPIP;

7. Evaluasi SAKIPOPD;

8. EvaluasiManajemenRisiko;

9. PengawasanPelayananPublik di Provinsi;

10. PenyelenggaraarSPMOPD;

11. PengawasanNorma, Standar, Prosedur, Kriteria dalam Pelaksanaan
Urusan;

12. Perhitungan PelaksanaanFisik Kegiatan BencanaAlam,;

13. Audit DanaBOSdi Kabupaten/Kota;

14. Monev DanaDesadi Kabupaten;

15. PemeriksaanFisik PelaksanaarDanaPokir 2023 di Kabupaten/Kota,;

16. PemeriksaanBUMD;

17. EvaluasiPenyerapanAnggaran PBJ;
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28.

29.

30.

31.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
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TAHUN 2023

Reviu Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN);

Reviu Dokumen Pelaksanaan Dana Pokir 2023 di Kota;

Audit PenerimaanDaerah;

Reviu JumlahPenerimaanPembayaran50% TunjanganHari Raya;
Reviu DAK Sub Bidang Kelautan : Pra Kontrak Tahap 1, 2 Tahun
2023, dan Tahap 3 Tahun 2022;

Reviu DAK Sub Bidang SMA/SMK/SLB: Pra Kontrak Tahap 1, 2
Tahun 2023, dan Tahap 3 Tahun 2022;

Reviu DAK Fisik Reguler SekaligusCampuran RSUDUndata;

Reviu DAKFisik Tahap 3 TA. 2022 padaDinas Cipta Karya dan
Sumber DayaAir;

Reviu DAK Sub Bidang PengembanganFood Estate pada Dinas
CIKASDA Pra Kontrak Tahun 2023;

Reviu DAK Sub Bidang Pen gembanganFood Estate pada Dinas
CIKASDATahap 1, 2 Tahun 2023, dan Tahap 3 Tahun 2022;

Reviu DAK Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatanpada DINKES
Pra Kontrak, Tahap 1, 2 Tahun 2023 dan Tahap 3 Tahun 2022;
Reviu DAK Tahap 3 Reguler SekaligusCampuranTA. 2022;

Reviu Kontrak dan Fisik TA.2022;

Reviu Kontrak dan Fisik TA.2023;

Pra Reviudan PersetujuanKontrak DanaAlokasi Khusus(DAK);
Reviu DAK Fisik Dinas Bina Margadan PenataanRuangTahap 3 TA.
2022;

Reviu DAK Fisik Dinas Kehutanantahap 3 TA. 2022;

Reviu DAK Fisik tahap 1,2 TA.2023;

Reviu RKPDPemda,;

Reviu RKPDPerubahanPemda;

LPPDPemda,;

Reviu Mutasi, Rotasidan Promosi ASN;

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP);
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Reviu HPS (Pengawasan Proyek-Proyek Strategis);

Reviu HPS;

Reviu RKAOPD;

Reviu RKAPerubahanOPD;

Reviu PenerimaanNegaraBukan Pajak;

Reviu KUAPPAS;

Reviu LKPD;

Reviu PengelolaanBarangMilik Daerah;

Reviu SSH/ASB/HSPK;

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil PemerikasaanBPK RI
dan APIP;

Pemeriksaan Pengaduandi Kabupaten Banggai dan Kabupaten
Lainnya;

Probity Audit;

PemeriksaanAkhir MasaJabatanBupati Morowali, Parigi Moutong;
Investigasi;

Pendampinganke Kabupaten;

PendampinganBPK,ltjen;

EvaluasiPMPRB;

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan

PemberantasanKorupsi (Kegiatan MCPdan Saberpungli).
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Tabel 2.1.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022 s/d 2026

T 2022 2023 2024 2025 2026

Mewujudkan Meningkatnya Indeks 62 64 66 68 70,05

Tata Kelola Indeks Reformasi
Pemerintahan Reformasi Birokrasi
Berkualitas Birokrasi

(Akuntabel, Perangkat

Inovasi, Daerah

Efisien dan

Transparan) M_er!ingkatnya Persentase 10,42% 33,33% 41,67% 62,50% 100%
Nilai SAKIP Nilai SAKIP (5 PD) (16 PD) (20 PD) (30 PD) (48 PD)

Perangkat Perangkat

Daerah Daerah

Meningkatnya Nilai Level 3 Level3 Level3 Level3 Level3
Nilai Maturitas (Nilai (Nilai (Nilai (Nilai (Nilai
Maturitas Sistem 3,20) 3,40) 3,50) 3,60) 3,70)
Sistem Pengendalian

Pengendalian Intern

Intern Pemerintah

Pemerintah (SPIP)

(SPIP)

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengahadalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan
dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan
kebijakan daerah serta prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan
jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai
tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome)
program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strateqi
dankebijakan dalam RenstraOPDselanjutnyamenjadi dasarperumusan
setiap program/kegiatan/sub Kegiatan OPD.Untuk mewujudkan Visi,
Misi, tujuan dan sasaranmakaketerkaitan antara Strategi dan Kebijakan
dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerghng akan dilaksanakan
oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesiengah Tahun 2021-2026.
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Tabel 2.2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026

Sasaran

2
Meningkatnya
Indeks Reformasi
Birokrasi
PerangkatDaerah

Meningkatnya
nilai SAKIP
PerangkatDaerah

Meningkatnya
Nilai Maturitas
Sistem
Pengendalian
Intern

Pemerintah (SPIP)

Strateqgi

3
Menciptakan
Birokrasi Instansi
Pemerintah yang
bersih, efektif,
professionaldan
melayani

Meningkatkan
Akuntabilitas
Sistem
Pengawasan
Internal

Meningkatkan
kualitas
pengendaliandan
evaluasi
pembangunan

Meningkatkan
Profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur
pengawasan

Mewujudkan ReformasiBirokrasi, SupermasiHukum dan PenegakkanNilai-
Nilai Kemanusiaandan HAM

Arah Kebijakan

4
Melakukan fokus perubahan minsed
dan cara kerja yang lebitberorientasi
kinerja dan pelayanan publik

Perbaikantata Kelola kelembagaan,
termasuk transformasi digital

Deregulasikebijakan

Peningkatanprofesionalitas SDM

Efektivitas pengawasaninternal

Melaksanakan evaluasSAKIP
terhadap seluruh PerangkatDaerah

MelaksanakanPengawasarKinerja
Pemerintah Daerah

MelaksankanPengawasanKeuangan
Pemerintah Daerah

Melaksankan ReviuLaporarKinerja

MelaksankanReviu Laporan
Keuangan
MelaksankanKerjasamaPengawasan
Internal

MelaksankanMonitoring dan
Evaluasi TindakLanjut Hasil
PemeriksaanBPKRI dan Tindak
Lanjut Hasil PemeriksaanAPIP

MelaksanakanEvaluasiatas
implementasi SPIPPerangkatDaerah

MelaksanakanPenerapanManajemen
Risiko
Melaksanakankoordinasidan

monitoring pencegahartindakpidana
korupsi

Melaksanakanperumusan kebijakan
teknis di bidang pengawasandalam
peningkatan kapabilitas APIP
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2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Tabel 2.3.1

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023

LKjIPR INSPEKTORATDAERAHPROVINSISULAWESITENGAH

TAHUN 2023

DPPA Sesudah
i DPA Sebelum Perubahan
No. Sasaran Program/Kegiatan /Sub Perubahan Bertambah/
gt Berkuran
(Rp.) (Rp.) 9
1. | Meningkatkatnya Penunjang Urusan 18.208.473.278,00 18.223.399.864,00 14.926.586,00

Indeks Reformasi
Birokrasi Perangkat
Daerah

Pemerintahan Daerah
Provinsi

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

129.860.850,00

2.884.850,00

(126.976.000,00)

PenyusunanDokumen
PerencanaarPerangkat
Daerah

127.016.000,00

0,00

(127.016.000,00)

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan CapaianKinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

2.884.850,00

2.884.850,00

0,00

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

17.378.230.578,00

16.905.231.164,00

(472.999.414,00)

PenyediaanGajidan
Tunjangan ASN

17.224.350.578,00

16.724.351.164,00

(499.999.414,00)

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan KeuanganAkhir
Tahun SKPD

153.880.000,00

180.880.000

27.000.000,00
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DPPASesudah
Perubahan (Rp.)

DPA Sebelum Perubahan
(Rp.)

700.381.850,00

Program/Kegiatan /Sub

No. Sasaran ;
Kegiatan

Bertambah/ Berkurang

1.315.283.850,00 614.902.000,00

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

100.200.000,00 321.950.000,00 221.750.000,00

Koordinasi dan
PelaksanaaarBistem
Informasi Kepegawaian

538.844.350,00 931.996.350,00 393.152.000,00

Pendidikan dan Pelatihan
PegawaiBerdasarkanTugas
dan Fungsi

61.337.500,00 61.337.500,00 0,00

Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
PerundangUndangan

5.201.076.000,00 6.431.054.000,00 1.229.978.000,00

2. | Meningkatnya nilai
SAKIP Perangkat

Daerah

Penyelenggaraan
Pengawasan

Penyelenggaraan 4.883.326.000,00 6.054.634.000,00 1.171.308.000,00

Pengawasan Internal

PengawasarKinerja
Pemerintah Daerah

2.062.800.000,00

2.113.504.000,00

50.704.000,00

Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah

1.473.110.000,00

2.543.750.000,00

1.070.640.000,00

Reviu Laporan Kinerja

40.950.000,00

29.700.000,00

(11.250.000,00)

Reviu Laporan Keuangan

209.700.000,00

232.500.000,00

22.800.000,00

Kerjasama Pengawasan
Internal

245.346.000,00

431.840.000,00

186.494.000,00

Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
PemeriksaanBPKRI dan
Tindak lanjut hasil
PemeriksaanAPIP

851.420.000,00

703.340.000,00

(148.080.000,00)
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TAHUN 2023

No. Sasaran Program/ Keglatan /Sub DPA Sebelum Perubahan DPPASesudah Bertambah/ Berkurang
Kegiatan (Rp.) Perubahan (Rp.)
Penyelenggaraan 317.750.000,00 376.420.000,00 58.670.000,00
Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu
PenanganarPenyelesaian 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00)
Kerugian Negara/Daerah
PengawasarDengan 277.750.000,00 376.420.000,00 98.670.000,00
Tujuan Tertentu
3. | Meningkatnya Nilai Perumusan Kebijakan, 495.600.000,00 499.465.000,00 3.865.000,00
Maturitas Sistem Pendampingan dan Asistensi
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Perumusan kebijakan Teknis 6.500.000,00 10.725.000,00 4.225.000,00
di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan
6.500.000,00 10.725.000,00 4.225.000,00

PerumusanKebijakan
Teknis di Bidang
pengawasandan Fasilitasi
Pengawasan

Pendampingan dan Asistensi

489.100.000,00

488.740.000,00

(360.000,00)

Pendampingan,Asistensi,
Verifikasi dan Penilaian
ReformasiBirokrasi

169.950.000,00

274.740.000,00

104.790.000,00

Koordinasi, Monitoring, dan
Evaluasiserta Verifikasi
Pencegahardan
PemberantasanKorupsi

259.150.000,00

214.000.000,00

(45.150.000,00)

Pendampingan, Asistensi,
dan Verifikasi Penegakan
Integritas

60.000.000,00

0,00

(60.000.000,00)
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Tabel 2.3.2

LKjIP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung
Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023

TAHUN 2023

Program/Kegiatan /Sub

DPA Sebelum Perubahan

DPPASesudah

No. Sasaran Kegiatan (Rp.) Perubahan (Rp.) Bertambah/ Berkurang
Penunjang Urusan 2.894.198.016,00 4.725.468.430,00 1.831.270.414,00
Pemerintahan Daerah
Provinsi
1. | Tersedianya Laporan | Administrasi Barang Milik 84.610.000,00 76.960.000,00 (7.650.000,00)
Pengelolaan Barang Daerah pada Perangkat
Milik Daerah Daerah
Rekonsiliasidan 84.610.000,00 76.960.000,00 (7.650.000,00)
PenyusunanLaporan
BarangMilik Daerahpada
SKPD
2. | Tersedianya Laporan | Administrasi Umum 616.294.950,00 1.437.921.600,00 821.626.650,00

Penyediaan Barang
dan Jasa

Perangkat Daerah

PenyediaanPeralatandan 5.810.550,00 5.810.550,00 0,00
PerlengkapanKantor
PenyediaanBarang Cetakan 39.324.400,00 46.401.050,00 7.076.650,00
dan Penggandaan

245.000.000,00 245.000.000,00 0,00

PenyediaanBahan/Material

PenyelenggaraarRapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

326.160.000,00

1.140.710.000,0(

814.550.000,00
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LKjIP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2023

DPA Sebelum Perubahan DPPASesudah

Sasaran PIOERETTYERREER S Perubahan (Rp.) Bertambah/Berkurang

No. Kegiatan (Rp.)

3. | Tersedianya Laporan | Pengadaan Barang Milik 480.369.016,00 995.641.862,00 515.272.846,00
Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan
Milik Daerah Pemerintah Daerah

PengadaarPeralatandan 480.369.016,00 995.641.862,00 515.272.846,00
Mesin Lainnya

4. | Tersedianya Laporan | Penyediaan JasaPenunjang 1.530.684.050,00 1.596.206.453,00 65.522.403,00
Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan
Penunjang Urusan Daerah
Pemerintahan
Daerah

PenyediaanJasa 343.020.900,00 366.062.553,00 23.041.653,00
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

PenyediaanJasaPelayanan 1.187.663.150,00 1.230.143.900,00 42.480.750,00
Umum Kantor

5. | Tersedianya Laporan | Pemeliharaan Barang Milik 182.240.000,00 618.738.515,00 436.498.515,00
Pemeliharaan Daerah Penunjang Urusan
Barang Milik Daerah | pemerintahan Daerah

PenyediaanJasa 120.450.000,00 120.450.000,00 0,00
Pemeliharaan,Biaya
Pemeliharaandan Pajak
KendaraanPerorangan
Dinasatau Kendaraan
Dinas Jabatan

PemeliharaanPeralatandan 51.790.000,00 51.620.000,00 -170.000,00
Mesin Lainnya
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2.4 Indikator Kinerja (IKU) Tahun 2023

Adapun Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi

Tengahadalah sebagaiberikut:

No | Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Keterangan Penjelasan
Utama (IKU)
1. | Indeks Reformasi Indeks 64 69,25 BerdasarkanLaporan BerdasarkanPermenpanRBNomor
Birokrasi Has!l E\{alua5|(LI_-|_E) 26 tahun 2020 tentang Pedoman
PenialaianMandiri
Pelaksanaan EvaluasiPenilaian Mandiri
ReformasiBirokrasi PelaksanaarReformasiBirokrasi
oleh Inspektorat
DaerahProvinsi (PMPRB).
SulawesiTengah DenganFormulasi Komponen:
1.Pengungkit, yang terdiri
dari: 60%
a.AspekPemenuhan 20%
b.AspekHasil antara Area 10%
Perubahan
c.Aspek Reform 30%
2.Hasil, yang terdiri dari: 40%
a.Akuntabilitas Kinerja 10%
dan Perubahan
b.Kualitas PelayananPublik  10%
c.PemerintahyangBersih 10%
dan BebaskKKN
d.Kinerja Organisasi 10%
2. | PresentaseNilai Nilai 33,33 38,78% Laporan Hasil
Evaluasi (LHE) Sistem - .
SAKIPPersangkat Akuntabilitas Kinerja Jumlah OPDNilai Sakip A
Daerahdengan Instansi Pemerintah X100%
. (SAKIP)oleh
Kategori A Inspektorat Daerah JumlahOPD
Provinsi Sulawesi
Tengah
3. | Nilai Maturitas Level 3 3 Laporan Hasil BerdasarkanPeraturan BPKPRI
(Nilai 3,40) |(Nilai 3,24) EvaluasiPenilaian Nomor 5 tahun 2021 tentang

Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah
(SPIP)

Mandiri Maturitas
PenyelenggaraarSPIP
Terintegrasi pada
Pemerintah Provinsi
SulawesiTengaholeh
BadanPengawasan
Keuangan
Pembangunan(BPKP)
Perwakilan Provinsi
SulawesiTengah

Penilaianmaturitas Penyelenggaraan
system Pengendalianintern
Pemerintah Terintegrasi pada
Kementrian/Lembaga/Pemerintah
Daerah.

Formulasi Tingkat Maturitas
Penyelenggaraan SPIP secara
terintegrasi mencakupunsur:

- PerencanaanKinerja 30%
- Pengukuran Kinerja 30%
- Pelaporan Kinerja 15%
- Evaluasi Akuntabilitas 25%

Kinerja Internal
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2.5

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SulawesiTengahTahun 2023

2.5.1 Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2023

SULAWE AL TENGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALIM, S.Sos.,M.Si

Jabatan ¢ Plh. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama ¢ RUSDY MASTURA
Jabatan : Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi
fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam
Sistem  Elektronik Monitoring  Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan
Pembangunan ( e-MEP ).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
GUBERNUR Plh. INSPEKTUR
PROVINSI SULAWESI| TENGAH INSPE T DAERAH

PROVINSI AWESI TENGAH

I
HRUSDY MASTURA

Pembin& Tingkat |, IV/b
NIP.19721330 200012 1 004

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang lebih efektif,
transparan dan akuntabeljugaberorientasi padahasil makaPimpinan Perangkat
DaerahmelaksanakanPerjanjian Kinerja gunamendukung berhasilnya Visi dan

Misi Gubernur terpilih Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi
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PERJANJIAN KINERJA TAITUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH
No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Target
| @ @) , @)
1. | Meningkatnya Indek Indeks Reformas Birokrasi Indeks 64
l Refornzasi Birokrasi
Peranpkat Daerah |
2. | Meningkstnya Nilai SAKIP | Persentasc nilai SAKIP Perangkal 33,33 %
Perangkat Daerah Dacrah dengan Kategori A {16 PD)
3. | Meningkatnya Nilai Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Level 3
Maturitas Sistem Intern Pemerintah ( SPIP) (Nila: 3,40)
Pengendalian Intem ‘
Pemerintsh ( SPIP ) |
Program Anggaran Keterangan

|, Penunjang Urusan

Pemerintahan Dacrah Provinsi Rp 22088820700 BERD
2. Penyclenggaraan Pengawasan Rp.6.431.054.000.- APBD
3. Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi Rp.499.465.000,- APBD
Jumizh Rp.29.879.347.294,-
| Palu, U7 Movember 2023

GUBERNLR Pit. INSPEKTUR
SRLAWESI TENGAH INSPEKTORAT DAERAH
h PROVINSI SU VESTI TENGAH

NIP.1 97211\{0 200012 1 004
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BAB. III
AKUNTABILITS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan
penilaian capaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang telah
disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang
hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil pengumpulan data
selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai

dengantingkat capaiankinerja dapat dilihat padatabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

SubKomponenl | SubKomponen 2 Sub-Komponen3
Keberadaan Kualitas Pemanfaatan

Komponen

20% 30% 50%

PerencanaarKinerja 6 9 15 30

PengukuranKinerja

L 6 9 15 30
Pelaporan Kinerja
Evaluasi Akuntabilitas 3 4,5 7,5 15
Kinerja Internal
5 7,5 12,5 25
Nilai Akuntabilitas
20 30 50 100

Kinerja
x  BerdasarkanPermendagriNomor 88 Tahun 2021

3.1.a Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Pengukurantarget kinerja dari sasaranstrategis yangtelah ditetapkan
oleh Inspektorat DaerahProvinsi SulawesiTengahdilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dengan
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realisasikinerja. Indikator kinerja sebagaiukuran keberhasilandari
tujuan dan sasaranstrategis Inspektorat DaerahProvinsi Sulawesi
Tengahbesertatarget dan capaianrealisasinyaseperti yangterlihat
padatabel 3.2 yang dirinci sebagaiberikut :

Tabel 3.1.a
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Meningkatnya Indeks Reformasi 64 64 100 SDM
IndeksReformasi Birokrasi.
Birokrasi
PerangkatDaerah (Indeks)
2. Meningkatnyanilai PersentasdNilai 33,33% 38,78% 116,35 BPKP
SAKIPPerangkat SakipPerangkat (16 PD) (19 PD)
Daerah Daerahdengan
Kategori A.
% (PD)
3. ["MeningkatnyaNilai Nilai Maturitas Level Nilai| Level Nilai 100 BPKP
MaturitasSistem SPIP 3,40 3,40
Pengendalianintern
Pemerintah (SPIP) (Level)

Berdasarkan tabel diatasterdapat 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 3
(Tiga) indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Inspektorat
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan 3 (Tiga) indikator Kkinerja

tersebut diatas maka akan dijelaskan sebagaiberikut:

a. Meningkatnya Indeks Birokrasi Perangkat Daerah memiliki Target Indeks
64 di Tahun2023 dimanarealisasiberadapadalndeks 64 dengancapaian
100% hal ini perlu di tingkatkan di Tahun 2024 dengan target Indeks 66

Birokrasi PerangkatDaerah

b. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana nilaipersentase

Nilai SAKIPPerangkat Daerah memiliki Target sebesar
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33,33 % dengan Kategori A sebanyak 16 Perangkat Daerah pada Tahun

2023 hal ini bertujuan untuk meningkatkan capaian akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah yang selama ini hanya mencapai kategori B
sehingga Insepktorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen
dalam hal peningkatan nilai atau capaian kategori Perangkat Daerah
menuju kategori A hal ini dimulai pada Tahun 2023 sehingga target yang

telah ditentukan diatas dapat

dicapai dan hal tersebut dapat dicapai bahkan melewati dari target yang
ditentukan yaitu sebesar 38,78 % atau sebanyak 19 Perangkat Daerah
mendapat nilai A dengan selisih realisasi sebesar 16,35 % atau capaian
sebesar 116,35 % hal ini perlu di pertahankan dan ditingkatkan lagi
sehingga dari 50 Perangkat Daerah sisa 31 perangkat Daerah lagi yang
perlu ditingkatkan nilai capaian melalui pengudan yang mana Perangkat
Daerah yang masih bisa ditingkatkan dari segi nilai Perencanaan,

Pengukuran,Pelaporan,dan EvaluasiKinerja PerangkatDaerah.

. Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem PengendalianIntern Pemerintah
(SPIP) sebagai salah satu daya dukung guna mencapai Reformasi
Birokrasi yang ada di Perangkat Daerah khususnya di tingkat Provinsi
Sulawesi Tengah maka dengan demikian Inspektorat Daerah Provinsi
Sulawesi tengah berkomitmen untuk dapat meningkatkan level
maturitas SPIP di Perangkat Daerah saigga Adapun hasil SPIP pada
tahun 2023 dari penilaian BPK dari target yang ditentukan yaitu berada
dilevel 3,40 pada tahun 2023 dan realisasi berada dilevel 3,40 dengan
capaian 100% hal ini masih perlu ditingkatkan guna mencapai level yang

lebih baik lagi untuk ke depannya
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Capaian SAKIP dan Maturitas SPIP Periode
Tahun 2021 s/d 2023

200
150

100

50 Capaian
0 Realisasi
Target
SAKIP Maturitas SPIP
[ [
Target Realisasi Capain

3.1.b. Perbandingan Capaian Kinerja
Dalam sub bab ini akan disajikan perbandingan capaian kinerja dengan
capaianindikator kinerja selama3 (Tiga) Tahunkebelakangmulai dari Tahun
2021 sampaidengan2023 adapunperbandingancapaiankinerja dapatdilihat
padatabel berikut :

Tabel 3.1.b
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

Pada Tahun 2021 s/d 2023

2021 2022 2023
NO | Tujuan/Sasaran | Indikator
Kinerja | Target | Realisasi| Capaian| Target | Realisasi| Capaian| Target | Realisasi| Capaian
% % %
1 Meningkatnya
indeks Indeks 62 62 100 62 64 106,7 64 66 103,2
reformasi
Birokrasi
Perangkat
daerah
2 Persentase
Nilai Sakip % 2.08% | 2.08% 100 10,42% 18,79% 220 33,33% | 38,78% 120
Perangkat (1PD)| (1PD) (5PD (16 PD (16 PD) | (19 PD)
Daerah dengan
Kategori A
3 Nilai Maturitas
SPIP Level 3,20 3,20 100 Level Level Nilai 106,3 Level | Level Nilai 103
Nilai (3,40) Nilai (3,50)
Nilai (3,20) (3,40)
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Pada Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut Dapat dilihat pada tabel

3.1.b. Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah

adalah 3 (Tiga) IKU yaitu :

1. Peningkatalndeks ReformasiBirokrasi dimanapadaTahun2022 Nilai Indeks

Reformasi Birokrasi pada nilai 62 dan pada Tahun 2023 Inspektorat Provinsi
Sulawesi Tengah di targetkan Indeks Reformasi Birokrasi 64 dimana target
ini naik 2 point dari Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 capaian Realisasi
100%, hal ini bisaterjadi dengankomitmen bersamadalam hal Pengendalian
Intern Inspektorat Provinsi SulawesiTengah.

PersentaseNilai Sakip Perangkatdaerah denganKategori A.
Dimana Pada Tahun 2022 hanya 5 (Lima) Perangkat Daerah yang dapat

kategori A dengan target 10,42%dari 48 Perangkat Daerah dan pada Tahun
2022 ada peningkatan 18 Perangkat Daeralyang mendapat kategori A

sehinggapadaTahun¢ m¢ o 0

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen akan
meningkatkan  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  dengan
menargetkan 16 (Enam belas) Perangkat Daerah yang akan mencapai
kategori A sehingga pada akhir evaluasi didapatkan 19 (Sembilan Belas)
Perangkat Daerah yang mencapai kategori A dari target yang ditentukan hal
ini akan terus ditingkatkan sehingga diharapkandiakhir rencana strategis
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah SAKIP dengan kategori A

mencapai50 (Lima Puluh) PerangkatDaerahdi tahun¢ 11 ¢ ¢ 0

3. PadaTabel3.1.bpadalKU ke 3 (Tiga) yaitu Nilai Maturitas SistemPengawasan

Intern Pemerintah yaitu Pada Tahun 2021 Insepktorat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah hanya mencapai level 3,10 oleh penilaiaBPKP sehingga
upaya meningkatkan terus dilakukan dengan keterbatasan Sumber Daya
Manusia serta minimnya Anggaran yang tersedia sehingga menghambat
capaian Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah pada Tahun berikutnya pun
yaitu pada Tahun 2022 Nilai Maturitas SPIPmasih dilevel yang samayaitu

3,20 sehinggaKomitmen Inspektorat DaerahProvinsi SulawesiTengahuntuk
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meningkatkan capaian Nilai Maturitas SPIP dengan segala upaya pada Tahun

2023 bisa mencapai level 3,40 yakni naik sebesar 0,10 dan sesuai dengan

target yang ditetapkan. Perlunya integritas, komitmen darkerjasama yang

baik dalam meningkatkan level maturitas SPIPdimasayang akan datang.

3.1.c Membandingkan Realisasi Kinerja sampai Tahun ini, dengan Target

Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah

KemajuanCapaianSasaranStrategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi

Tengahdiharapkan mampu memenuhi ekspetasiterhadap target dan

capaianrencanastrategis tahun 2022-2026 yang sudah ditetapkan.

Kemajuancapaiansasaranstrategis ini dapat disajikan dalam tabel dibawah

ini :

Tabel 3.1.c Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Mewujudkan Tata kelola Pemerintah
Yang Berkualitas (Akuntabel,Inovasi
Efisien dan Transparan)

1. | Indeks ReformasiBirokrasi Indeks

2. | Persentase Nilai Sakip Perangka % (PD)
daerah

3. | Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Nilai Level

Intern Pemerintah (SPIP)

66

38,78%
(19 PD)

Level Nilai
(3,50)

70,05

100%
(48 PD)

Level Nilai
(3,70)

66

38,78%
(19 PD)

Level Nilai
(3,50)

Pada tabel diatas dapat dilihat kemajuan capaian sasaran strategis

Inspektorat ada beberapa Indikator kinerja utama yang melampaui dan serta

mencapai target adapun indikatorindikator yang masih bisaditingkatkan

gunamempercepatmencapaitarget adalah sebagaiberikut:
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1. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tercapai 100% dari target 64

sesuai dengan targetyang ditetapkan dimana naik 2 point dari
Tahun 2022 Indeks, akan tetapi dengan capaiantersebut masih
perlu ditingkatkan mengingat pentingnya pencapaian realisasi
kinerja guna menunjang kinerja Pemerintah Provinsi sehingga
diharapkan padatahun 2024 dapat mencapaihasil dari targetyang
ditetapkan dgn jumlah Indeks 66 dengankomitmen Bersama.

. Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kategori A hingga saat
mencapai 19 (Sembilan Belas) Perangkat Daerah hal ini melebihi target
yang sudah ditetapkan sebesa®3,33 persen menjadi 38,78 %hal ini tidak
menutup kemungkinan pada Tahun 2024 Persentase Nilai SAKIP
Perangkat Daerah dapat meningkat dengan signifikan mengingat Sumber
Daya Manusia di Perangkat Daerah sudah memahaniiugas danFungsi
Pokok Perangkat Daerah masingmasing sehingga dalanpencapaian
kinerja Perangkat Daerah sudah sesuai denganRenstra dan
Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan oleh setiap Perangkat
Daerah sehingga apabila melihat tabel diatas untuk mencapai 16
Perangkat Daerah Kategori A memerlukan 35,25 % sedangkan untuk
dari total 50 Perangkat Daerah atau 100% pada akhmasarenstra yaitu
pada Tahun 2026, agar dapat mencapai target tersebut diperlukan
Kerjasama yangbaik antara Perangkat Daerah damnstansi terkait guna
peningkatankapasitascapaiankinerja masing- masing PerangkatDaerah.

. Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah mencapai kategori 3,40 sesuai dengan target
yang ditetapkan akan tetapi dengan capaian tersebut masih perlu
ditingkatkan mengingat pentingnya pencapaian realisasi kinerja guna
menunjang kinerja Pemerintah Provinsi sehingga diharapkan pada tahun
2024 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencapai hasil

atautarget yangditetapkan sebesar3,60 hal ini sejalandengankomitmen
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bersama dalam hal Pengendalian Intern Pemerintah guna kesadaran

bersamauntuk

memberikan keyakinanyang memadai atas tercapainya tujuan Perangkat
Daerah melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan asset negara/daerah, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undanganyang berlaku.

3.1.d Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar

3.1.e

3.1.1.

Nasional
Pada saat ini belum ada nilai persentase SAKIP di tingkat Nasional

mengingat pemeriksaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah akan dilaksanakan setelah tahun berkenaan sehingga
perbandingan realisasi untuk saatini belum ada.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan  Kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan

Pada saat laporan ini dibuat dari hasil Analisa yang ada bahwa
keberhasilan capaiarkinerja perangkat daerah dalam hal Nilai Persentase
SAKIP Perangkat Daerah dengan Kategori A melebihi dari Target
disebabkan oleh adanya Komitmen Bersama dengan Kepala Perangkat
DaerahgunaPeningkatanCapaianKinerja serta pengelolaankeuangandan

assetyang sesuaidenganketentuan yang berlaku.

Adapun solusi alternative untuk keseluruhan OPD adalah inspektorat
membuka layanan kepada seluruh OPD untuk melakukan koordinasi dan
konsultasi dalam hal kebijakan maupun penatausahaan keuangan sesuai
peraturan yang berlaku baik secara tatap muka maupun secara online via
zoom terhadap masing-masing wilayah obyek pemeriksaan.

Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan
Pencapaian Kinerja

Adapun program dan kegiatan penunjang keberhasilan kegiatan
adalah sebagaiberikut :
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Kegiatan/

IKU Program SubKegiatan Target Anggaran Realisasi %
Indeks Penunjang Perencanaan, 100 |2.884.850,00 2.884.850,00 100
Reformasi Urusan Penganggarandan
Birokrasi Pemerintahan EvaluasiKinerja
Perangkat DaerahProvinsi  |PerangkatDaerah.

Daerah Administrai
Keuangan Administrasi 100 |16.905.231.164,0015.931.169.366 94,24
Perangkat Keuangan
Daerah PerangkatDaerah.
Administrasi 100 |1.315.283.850,00(1.249.966.423 95,03
Kepegawaian
PerangkatDaerah
Meningkat |Penyelenggaran [Penyelenggaraan 100 |6.054.634.000,00(5.596.347.667 92,43
nya Pengawasan Pengawasanlinternal
Persentase
Nilai Sakip Penyelenggaraan | 100 |376.420.000,00 [283.500.000 75
Perangkat PengawasarDengan
Daerah Tujuan Tertentu
Nilai Perumusan Perumusan 100 |10.725.000,00 10.725.000,00 100
Maturitas Kebijakan, kebijakan Teknis
SPIP Pendampingan [di Bidang
dan Asistensi Pengawasan dan
Fasilitasi
Pengawasan
. 97,37
Pendampingan dan | 100 488.740.000,00 |475.900.027

Asistensi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan Program dan Kegiatan yang

mendukung keberhasilan ada 3 (3) Program, 7 (Tujuh) Kegiatan adapun

anggaran yang telah diberikan masilkkurang memadai sehingga target yang

ada dapat dicapai namun hanya berskala sebagai evaluasi pelaporan kinerja

dimana tahap pembinaan Inpektorat tidak berjalan secara berkala sehingga

pembinaan yang seharusnya berjalan di awal tahun hanya dilaksanakan

melalui evaluasi pelaporan setiap akhir tahun atau tahun berikutnya akan

tetapi walaupun anggaranyangterbatas dengankomitmen Inspektorat tetap

melakukan pendampingan dan pembinaan guna peningkatan kapasitas

pencapaiankinerja setiap PerangkatDaerah




3.2

Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar Rp.

29.879.347.294total anggaranyang dialokasikan. Realisasianggaranuntuk
sebesar Rp. 28.188.698.660, (94,34
persen) sedangkanyangtidak terealisasi sebesar

Rp.1,691,171,056; (5,66 Persen).

program/kegiatan/Sub kegiatan

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan
anggaran, pencapaian sasaran saat ini sudah memadai tetapi mabdmyak
tugas mandatoriyang belum terakomodirke dalam program /kegiatan/ sub
kegiatan sehinggamasih sangat kurang, hal ini perlu mendapat perhatian
dan dukungan dari berbagai pihak terutama bagi pengambil kebijakan
sehinggakinerja Inspektorat dimasayang akan datanglebih baik.

Efisiensi Anggaran untuk penunjang IKU Inspektorat Daerah Provinsi
SulawesiTengahadalah sebagaiberikut :

Program

Kegiatan/

% Efisiensi

Sl Target Anggaran Realisasi
Indeks PenunjangUrusan Perencanaan, 2.884.850,00 2.884.850,00
Reformasi |PemerintahanDaerah [Penganggaran,
Birokrasi Provinsi dan Evaluasi
Perangkat |Administrai Kinerja Perangkat
Daerah Keuangan Daerah.
Perangkat
Daerah Administrasi 100 16.905.231.164,00 (15.931.169.366| 94,24 5,76
Keuangan
PerangkatDaerah.
Administrasi
Kepegawaian 100 1.315.283.850,00 (1.249.966.423 | 95,03 | 4,97
PerangkatDaerah
Meningkat |Penyelenggaran Penyelenggaraan 100 6.054.634.000,00 [5.596.347.667 | 92,43 | 7,57
nya Pengawasan Pengawasarinternal
Persentase
Nilai Sakip Penyelenggaraan
Perangkat PengawasarDengan 100 376.420.000,00 283.500.000 75 25
Daerah Tujuan Tertentu
Nilai PerumusanKebijakan,Perumusan 100 10.725.000,00 10.725.000,00| 100 0
Maturitas Pendampingandan |kebijakan Teknis
SPIP Asistensi di Bidang
Pengawasardan
Fasilitasi
Pengawasan
Pendampingan 100 488.740.000,00 |475.900.027 97,37| 2,63
dan Asistensi
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Dari tabel diatas dapat diasumsikan bahwa tingkat capaian efisiensi

anggaran berdasarkan IKU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
yaitu berada ditren positif sehinggga capaian kinerja dengan efisiensi
anggaran berjalan secara sesuai dimana target IKU yang ditetapakan
mencapai target bahkan target persenstase Nilai SAKIP Kategori A melebihi
dari target yangditentukan yangsemulahanyal6 PerangkatDaerahmenjadi
19 PerangkatDaerah.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan
untuk membiayai program/kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian
sasarandisajikan padatabel 3.2 berikut di bawah

ini sebagaiberikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %
(Rp) (Rp) Capaian

UNSURPENGAWASANJRUSAN
PEMERINTAHAN
INSPEKTORATDAERAH
PROGRAMPENUNJANGRUSAN 22.948.828.294,00 21.822.225.966,00 95,09
PEMERINTAHANDAERAHPROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, dan 2.844.850,00 2.844.850,00 100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PenyusunanDokumen Perencanaan - - -
PerangkatDaerah
Koordinasi dan PenyusunanLaporan 2.844.850,00 2.844.850,00 100
CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat 16.905.231.164,00 15.931.169.366,00 94,24
Daerah
PenyediaanGajidan Tunjangan ASN 16.724.351.164,00 15.750.289.366,00 94,18
Koordinasi dan PenyusunanLaporan 180.880.000,00 180.880.000,00 100
KeuanganAkhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah 76.960.000,00 76.710.000,00 99,68
pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasidan PenyusunanLaporan 76.960.000,00 76.710.000,00 99,68
Barang Milik Daerahpada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat 1.315.283.850,00 1.249.966.423,00 95,03
Daerah
Koordinasi dan PelaksanaaarSistem 321.950.000,00 288.750.000,00 89,69
Informasi Kepegawaian
Pendidikandan Pelatihan Pegawai 931.996.350,00 900.302.573,00 96,60

BerdasarkanTugasdan Fungsi
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Program/Kegiatan

Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan PerundangUndangan
Administrasi Umum Perangkat
Daerah

PenyediaanPeralatandan Perlengkapan
Kantor

PenyediaanBarang Cetakandan
Penggandaan
PenyediaanBahan/Material

PenyelenggaraarRapatKoordinasi dan
Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
PengadaarPeralatandan Mesin
Lainnya

Penyediaan JasaPenunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
PenyediaanJasaKomunikasi, Sumber
DayaAir dan Listrik
PenyediaanJasaPelayananUmum
Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
PenyediaanJasaPemeliharaan,Biaya
Pemeliharaandan Pajak Kendaraan
PeroranganDinas atau Kendaraan
DinasJabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Pemeliharaan/RehabilitasiGedung
Kantor dan BangunanLainnya
PROGRAMPENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

PengawasarKinerja Pemerintah Daerah

PengawasarKeuanganPemerintah
Daerah
Reviu Laporan Kinerja

Reviu Laporan Keuangan
KerjasamaPengawasarinternal

Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut
Hasil PemeriksaanBPKRI dan Tindak
Lanjut Hasil PemeriksaanAPIP
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan
Tujuan Tertentu
PenanganarPenyelesaiarKerugian
Negara/Daerah
PengawasarDenganTujuan Tertentu

PROGRAMPERUMUSANKEBIJAKAN,
PENDAMPINGANDAN ASISTENSI

Anggaran

61.337.500,00
1.437.921.600,00

5.810.550,00

46.401.050,00

245.000.000,00

1.140.710.000,00
995.641.862,00
995.641.862,00
1.596.206.453,00
366.062.553,00
1.230.143.900,00

618.738.515,00

120.450.000,00

51.620.000,00
446.668.515,00
6.431.054.000,00

6.054.634.000,00
2.113.504.000,00
2.543.750.000,00
29.700.000,00
232.500.000,00
431.840.000,00

703.340.000,00

376.420.000,00

376.420.000,00

499.465.000,00

Realisasi

60.913.850,00
1.421.278.114,00

5.786.900,00

46.401.050,00

245.000.000,00

1.124.090.164,00
986.587.500,00
986.587.500,00
1.539.314.863,00
358.970.013,00
1.180.344.850,00

614.354.850,00

117.317.100,00

51.565.750,00
445.472.000,00
5.879.847.667,00

5.596.347.667,00
1.890.303.690,00
2.469.630.000,00
24.450.000,00
171.150.000,00
368.520.060,00

672.293.917,00

283.500.000,00

283.500.000,00

486.625.027,00

Capaian
99,31

98,84
99,59
100
100
98,54
99,09
99,09
96,44
98,06
95,95

99,29

97,40

99,89
99,73
91,43
92,43
89,44
97,09
82,32
73,61
85,34

95,59

75,31

75,31

97,43
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Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Capaian

Perumusan Kebijakan Teknis di 10.725.000,00 10.725.000,00 100
Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan
PerumusanKebijakan Teknis di Bidang 10.725.000,00 10.725.000,00 100
Pengawasan
Pendampingan dan Asistensi 488.740.000,00 475.900.027,00 97,37
Pendampingan Asistensi,6 A O E £E A 274.740.000,00 274.610.000,00 99,95
dan Penilaian ReformasiBirokrasi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 214.000.000,00 201.290.027,00 94,06
serta6 A O E /Enbegdhardan
PemberantasanKorupsi
Pendampingan Asistensidan6 A O E /A - - -
Penegakanintegritas

Jumlah 29.879.347.294,00 28.188.698.660,00 94,34

Dari tabel diatas dapat pula disimpulkan bahwa capaian kinerja dengan
capaian realisasi berjalan sesuai dengan target, realisasi dan capaian yang
diinginkan yaitu capaian persentase mencapai 94,34 dengan tingkat efisiensi
anggaran sebesar 5,66, hal ini dapat tercapai disebabkan oleh adanya Komitmen
Bersama, kerja sama dan peningkatan SDM Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah guna menunjang keberhasilan Program dan Kegiatan serta amanat
Permendagri No. 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan

PengawasanPenyelenggaraarPemerintahan Daerah Tahun 2023.

3.3 Inovasi
Dalam rangka Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dituntut untuk

menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik,
berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN) sehinggaterwujudnya tata Kelolapemerintahan yangbaik
sehinggadalamrangkameningkatkan peran danlayananinspektorat Daerah
Provinsi SulawesiTengahkepadaPerangkatDaerahsertaMasyarakat dalam
rangka menunjang pembinaan dan pengawasansehingga Inspektorat
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berinisiatif membuaterobosan dengan
semakinmajunyateknologi di era modern ini serta mengingat keterbatasan
anggaran dan kemampuan SDM Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi

Tengahyang belum memadai maka Inspektorat
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LKjIP INSPEKTORA

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan Program e-Pengawasan dan
e-TLHP aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pembinaan dan
pengawasan secara berkala untulaplikasi eePengawasan ini yaitu semua
pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan asset diupload di aplikasi e
pengawasan guna pembinaan dan pengawasan berkala secara
berkesinambungan sehingga parameter pelaporan dan evaluasi oleh
Inspektorat berjalan sesua mekanismedan peraturan yangberlaku, Adapun
aplikasi e TLHP adalah aplikasi untuk Perangkat Daerah mengetahui apaja
temuan dan rekomendasi hasil Laporan Hasil Pemeriksaan yang harus
ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah guna penyelesaian hagiemeriksaan
baik temuan BPK RI, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, maupun
Insepktorat DaerahProvinsi SulawesiTengah.Selanjutnyalnspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah juga melakukan penambahan vitur menu pelayanan
untuk terhubung dengan AplikasiSP4N LAPOR pada website resmi Inspektorat
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dapat memfasilitasi/mengarahkan
Masyarakat dalam penyampaian semua aspirasi dan pengaduan secara online yang
terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap

penyelenggara pelayanan publik. Pengembangan AplikasiTéeHP akan diupdate

sesuaidengankebutuhan dan kondisi.

Dalam rangka melaksanakan tugas yangrofesional dan berkinerja tinggi
pada Tahun 2023 telah dibuat aplikasi PKA dimana setiamelaksanakan
tugas sesuia tupoksi hasil laporan dan data akan di input ke Link sehingga
dimudahkanuntuk mencarilaporan dandataapabiladiperlukan dikemudian
hari karenasudahtersimpan di Aplikasi PKAdan Pimpinan dapat memantau

hasil dari data dan laporan tersebut.

Penghargaan

Penghargaaryangtelah diterima saatini oleh Inspektorat DaerahProvinsi
Sulawesi Tengah adalah Piagam Penghargaan dari Menteri Dalawegeri
Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi SulawesiTengahsebagailO
Provinsi yang tepat waktu dalam penyelesaian Tindak LanjutHasil

PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah oleh Inspektorat
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Jenderal Kementerian dalam Negeri Tahun 2019 yang diberikan pada
Tahun 2021. KemudianPiagam Penghargaan dari Pemerintah Daerah Provinsi

SulawesiTengahatasprestasinyadalam Akuntabilitas Kinerja Tahun2023 dengan
Predikat Nilai A.

46



LKjIP INSPEKTORAT DA

BAB. IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Tahun Anggaran 2023, serta Penetapan Kinerja Tahi®023 dan merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaantugas danfungsi yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting
yangdiperlukan dalam penyusunanlaporan kinerja adalahpengukurankinerja
dan evaluasiserta pengungkapan disclosurg secara memadai hasibnalisis

terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari
visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilaman
kegagalan pelaksanaan kegiatakegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap

3 (Dua) sasaran,dan 3 (Dua) indikator kinerja sasaran.

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke 3 (Ketigancana
strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi TengahTahun 2021-
2026. Dalam kurun waktu pelaksanan program darkebijakan yang telah
ditetapkan tersebut masih ada yang belum mencapai target damenemui
hambatan sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian datukungan

dari berbagaipihak.

Hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

tahun 2023 dapat disimpulkan sebagaiberikut :

1. Kualitas dan kuantitas APIP di lingkup Inspektorat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah belum memadai disebabkan formasi rekruitmen calon
auditor dan PPUPD/aparatpengawas/pegawailnspektorat DaerahProvinsi

Sulawesi Tengah yang masih membutuhkan fungsional Auditor
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Dan PPUPD/Aparat Pengawas, sehingga mempengaruhi pencapaian

kinerja.

. Kurangnya keikutsertaan Auditor dan PPUPD untuknengikuti Sosialisasi
dan Diklat-diklat yang menunjang intuisi dari pada seorang Auditor dan
PPUPDtersebut, karena disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk

peningkatan SumberDayadari Auditor dan PPUPDtersebut.

. Masihkurangnyaperhatian dari OPDdalam menindak lanjuti temuanhasil
pemeriksaan baik itu pemeriksaan BPK RI, Itjen Kemendagri maupun

temuan Pemeriksaanlnspektorat DaerahProvinsi SulawesiTengah.

.Masih kurangnya SDM ASN di Lingkup Perangkat Daerah (PD) Provinsi
Sulawesi Tengah dalammemahami Tugas dan Fungsi dalam menerapkan

Kebijakan Visi dan Misi Gubernur SulawesiTengah.

. Kurangnya fungsi pengawasan atasan langsung terhadap bawahan serta

evaluasikinerja secaraberkala.

Terhadaphambatantersebut diatas, perlu adanyapenyelesaianyaitu :

. Komitmen Pimpinan sangat dibutuhkan dalam rangka upaya peningkatan
dan pengembangan sumber daya aparatur pengawasan, serta pengusulan

formasi rekruitmen pegawaimenjadi fungsional auditor maupun PPUPD.

. Perlunya kerjasama antar stakeholder dalam hal Diklat / Bimtek guna

Peningkatan SDMFungsional Auditor maupun PPUPD.

. Adanyakomitmen dan perhatian para kepala PD dalam mempercepaproses
penyelesaiantemuan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dengancara
berkoordinasi denganaparat pengawasinternal dan membentuk Tim Tindak

Lanjut Hasil Pengawasanyang ada di PD.

.Perlunya Penambahan Anggaran kapada Inspektorat dalam hal
peningkatan SDMAPIP.
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5. Perlunya fungsi pengawasan atasan langsung terhadap mengontrol dan
meminimalisir kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan tata kelola

pemerintahan dan anggaran yang dikelola.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini, diharapkan dapat
menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan,
penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,
penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dating, serta
penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, serta adanya solusi dari
masalah selama 1 (satu) tahun kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, Februari 2024

Plt. INSP
PROVINSI AWESI TENGAH

Pembina Tingkat I
NIP. 19721230 200012 1 004



SULAWESI TENGAH

PERJANJIANKINERJA(PK) PERUBAHAN
INSPEKTORATDAERAH
PROVINSISULAWESITENGAH

TAHUN 2023



SUCAWE AL TENGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . SALIM, S.Sos.,M.Si

Jabatan ¢ PIh. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama © RUSDY MASTURA
Jabatan . Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi
fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam
Sistem  Elektronik Monitoring  Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan
Pembangunan ( e-MEP ).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
GUBERNUR Plh. INSPEKTUR
PROVINSI SULAWES| TENGAH INSPE T DAERAH

PROVINSI AWES| TENGAH

W ’
HRUSDY MASTURA

NIP.1972123¢ 200012 1 004




PERJANJIAN KENERJA TAITUN 2023

INSPEKTORAT DAERAH
| No. Sasaran Strategis Tndikator Kinerja | Target
=R N e
(| @ 7 () ) (4)
1. | Meningkatnya Indek Indeks Reformas Birokrasi Indeks 64
Refornzasi Birokrasi
Perangkat Daerah
2. | Meningkstnya Nilai SAKIP | Persentase nilai SAKTP Perangkal | 33,33 %
Perangkat Daerah Dacrah dengun Kategori A {16 PD)
| 3. | Meningkatnya Nilai Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Level 3
‘ Maturitas Sistem Intern Pemerintah ( SPI1P) ‘ (Nila: 2,40)
Pengendalian Intem i
Pemerintah ( SPIP )
L - > — ! il
Program Anggaran Keterangan
|, Penunjang Urusan
Pomierintahan Deerihi Provitsi, -2 o0 10-828.254, BROD
2. Penyclenggaraan Pengawasan  Rp.6.431.054.000.- APBD
3. Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi Rp AR 360.M0;: RERD
Jumlzh Rp.29.879.347.294,-
Palu, U7 Movember 2023

GUBERNLR Pit. INSPEKTUR
SRLAWESI TENGAH INSPEKTORAT DAERAH
3 PROVINSI SULAMWESI TENGAH

Pernbina, Tingkat L [V/b
NlP.19721§{0 200012 1 004




PERJANJIAN KINERJA TAITUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH
' No. Sasaran Strategis ' Tndikator Kinerja ! Target
ECHE @ , () , ] i4)
1. | Meningkatnya Indek Indeks Reformas Birokrasi Indeks 64
Refornzasi Birokrasi
Perangkat Daerah
2. | Meningkstnya Nilai SAKIP | Persentase nilai SAKTP Perangkal | 33,33 %
Perangkat Daerah Dacrah dengan Kategori A {16 PD)
3. | Meningkatnya Nilai Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Level 3
' Maturitas Sistem Intern Pemerintah ( SPIP ) | (Nila 3,40)
Pengendalian Intem |
Pemerintah ( SPIP )
PE— > . A ey
Program Anggaran Keterangan

|, Penunjang Urusan

Penierintshan Docnh Provit. V-2 2825 APBD
2. Penyclenggaraan Pengawasan  Rp.6.431.054.000.- APBD
3. Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistens Rp.499.463.000,- AFDBD
Jumlzh Rp.29.879.347.294,-
u Palu, 07 November 2023

GUBERNLUR Pit. INSPEKTUR
SRLAWESI TENGAH INSPEKTORAT DAERAH
i PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nw.197zli{0 200012 1 004




FLAWED [TEEn

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan vang efeknf
akuntabel serta berorientas! pada hasil, Kami yvang bertanda tangan da

Nama - MARNIJULIA KOROMPOT, 5H., M.5i

Jabatan - Sekretaris Inspektoral Daerah Provinsi Sulawesi Ter
Selanjutnva disebut PIHAK PERTAMA

Mama - SALIM, 5.50s M50

Jabatan - PIt. Inspektur Inspektorat Dacrah Provins: Sulawesi

Sclaku atasan pihak pertama. selanjuinva disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjang akan mewujudkan target Kinerja vang s
lampiran perjanjian in, dalam rangka mencapad target Kinerja jangka
vang telsh ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilas
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi vang diperlukan serta
evialuasi terhadap capaian kinerja dar perjanjian ini dan mengamk
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Palu, 08 N

PIHAK KEDUA, PIHAK F

Plt. INSPEKTUR SEKR

MYSPEKTORAT DAERAH INSPEKTO!L

.. mu AWESI TENGAH PROVINSLSLL

7e :

75
i fa
i\i*

) A, 5.508..M.Si MARNI JULIA K

fa Yingkat I, [V/b C Pembina

“RIF 19721230 200012 1 004 NIP. 196607



l[-Eu;L I_ Sasaran Program ‘

{1) {Z} -

1. Memngkatnya Kualmtas Tata
Kelola Penyelenguaraan
Urusan Pemerintahan
Bidang Pengawasan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPERTORAT DAERAH

Indikator Kinerja Program

() S
Nilar SAKTP Inspekloral Daerah
Provinst Sulawesi Tengah

Indcks kcpuasan Masyarakat (TKM)

Persentase Realisasi Anggaran

Pl

Mtﬂing.l;;-am}'aﬁ:rﬁ-unlu:it
Penyelesaian Tindak Lanjul
Hasil Pemenksaan

Persentase capaian penyelesalan
hindak lamut hasil pemeriksaan BPK
Persentase capaian penyclesaan
timdak lanpul hasi] pemenksann [jen
Kemendagr

Persentase capaian penyelesaian
tindak lamut hasil pemeriksaan
Inspcktorat

3. | Memngkatnva Capaian
Level Kapabilitas AP1P

Capaian level Kapabihtas Aparat
Pengawas [nternal Pemenntah
{APTP} |

Program

|, Penunjang Llrusan Pemenntahan
Daerah Provins

)

Penyelenggaraan Penpgawasan

3. Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi

Jumlah

Plt. Inspektur
Inspekiorat Daerah
vingl Sulawesi Tengah

1. 5.50s..M.8i

VES] Tingkat I, I'V/b
NIP. 19721830 200002 1 (004

Anggaran

Rp. 24.948.828.254 -

Rp.  1.217.380.000,-

Rp 395515000~

Rp  24.561.723.294

Palu, 08 Novembe

sekretaris

Inspektorat [as
Provinst Sulawesi

Pembina Tkt. I,
MNIP. 19660704 1948




PERJANJIAN KINERJA TAHLUN 240
INSFEKTORAT DAERAH

Mo,

Sasaran Program - Indikator Kinerja Progr

(1) [y

EX]

1 l]':Tl:'ﬂiﬂEkﬂ.lﬂ}'& Parsenase

Penyelenpparaan
Pengawasan

Persentase Pelaksanaan Pembi
dan *engawasan

2. | Memingkatnva Ii.::;,pr;i-an
Level Kapabilitas APIP

Program

1. Penvelenggaraan Pengawasan

2, Perumusan Kehjakan,

Pandampibgan dan Asisiens

Jumlah

Pit. Inspektur
Inspektorat Daerah

STIE 1STI 1293001 | dd

Capaian level Kapabilitas Apa
Pengawas Internal Pemenntah
{APIP)

Anggaran
Bp 1.312.610.000,-
Rp. 19.950.000,-

Rp. 1.332.56(LINNY-

Palu, 08 I

Irbin
Inspek
Provinsi 5

SALIM,

Pembin
KIP 1977317



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewyudkan manajemen Pemerintahan yang efekuf
akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di

Mama - Dirs. MAULANA AMIR MLSAINALLAH, M.Si
Jahatan IRBAN WILAYAH T Inspektorat Daerah Provinsi
Selanjutnva disebut PINAK PERTAMA

Nama - SALIM, S.505.,M.5SI

Jabatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnva disebut PIHAK KEDLUA

PIL. Inspekiur Inspekiorat Daerah Provins: Sulawes)

PIHAK PERTAMA berjang akan mewujudkan target kinerja yang
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasila
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi vang diperlukan serla
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian 1 dan mengam]
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 08 M

PIHAK KEDL A, PIHAK Pl

Pli. INSPEKTUR IRBAN W]
NSPEKTORAT DAERAH INSPEKTOR
ROEVENS PROVINSI SULS

ingkat I, 1V

NIP. 19721280 200012 1 004

U4,

Drs. MAULANA AMIR

Pembina 7

NIP, 1966123



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

INSPEKTORAT DAERAT
| Na. | Sasaran Program Indikator Kinerja Program
E 2} | G
1. | Meningkatnva Persentase Persentase Pelaksanaan Pembinasn
Penvelenggaraan Pengawasan | dan Pengawasan
2. Meningkatnya Capaian level  Capatan level Eﬂﬁhﬂilﬂﬁ Aparat
kapabilitas APTP Pengawas Internal Pemernntah
| (APIP)
| | | |
Program Anggaran |
|. Penyelenggaraan Pengawasan  Rp 1.314.690.000 -
2, Perumusan Kebijakan, g
Pendampingan dan Asistensi Rp SRR
Jumlah Rp. 1. 534716940, M.

Palu, (18 Novembe

Plt. Inspektur Irban Wilayal
Inspektorat Daerah Inspektoral Da
sl Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi

Drs. MAULANA )Guf S

Pembina Tkt |,

NIP. 19721350 200012 1 004 NIP. 19661231 19%







